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BUPATI BANGGAI LAUT

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BAJVGGAI LAUT
NOMOR 3 8  TAHUN 2 0 1 7

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
RADAR KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI LAUT,

Menimbang :  bahwa untuk  melaksanakan ketentuan Pasal 9  Peraturan
Daerah Nomor 7  Tahun 2 0 1 6  tentang Pembentukan d a n
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Badan Kepcgawaian dan Pengembangan Sumber
Daya. Manusia Daerah Kabupaten Banggai Laut;

Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Banggai L a u t  d i  Provinsi Sulawesi Tengah
(Lem baran Negara  Republ ik  Indonesia Ta b u n  2 0 1 3
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5398);

2. Undang-Undang N o m o r  2 3  T a h u n  2 0 1 4  t e n t a n g
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2 0 1 4  Nomor 244 ,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9  Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2 0 1 4  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Ta h u n  2 0 1 5  Nomor  5 8 ,
Tambahan L c m b a r a n  N e g a r a  R e p u b l i k  I n d o n e s i a
Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 8  Tahun  2 0 1 6  tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2 0 1 6  Nomor 11 4 ,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai L a u t  Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Banggai t a u t  (Lembaran D a e r a h
Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 21);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN B UPATI TENTANG URAIAN TUGAS, FLINGS'
DAN T A T A  K E R J A  B A D A N  KEPEGAWAIAN D A N
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT.

BAB I
KETENTUAN M E M

Patna 1

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Dacrah Kabupaten Banggai Taut_
2. Pemerintah D a c r a h  ada lah  B u p a t i  scbagai u n s u r

penyelenggara Pernerinutha.n Dacrah y a n g  mcmimpin
pelaksanaan u r u s a n  Pemerintahan y a n g  m e n j a d i
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Banggai
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia D a c r a h  a d a l a h  B a d a n  Kepegawaian d a n
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten
Banggai Laut.

6. Kepala Badan adalah Kepala riadan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten
Banggai Laut.

7. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber  D a y a  Manusia Daerah
Kabupaten Banggai

8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada  Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Somber Dava Manusia
Daerah Kabupaten Banggai Laut.

9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Kabupaten Bartggal- Laut.

10. Unit. Pelaksana Teknis Badan Daerah yang melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu.

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang
menunjukan togas. tangguzigjawab, wewenang dan hak
Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang
dalam pclaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
atau keterampilan tertentu yang bersifar mandiri.



BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2
(1) Badan Kepcgawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan
yang menjadi kcwenangan Daerah.

(2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah d ip impin  o l e h  seorang Kepa la  B a d a n  y a n g
berkccludukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupau
melalui Sekretaris Daerah.

BAB I I I
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Badan kepegawaian d a n  Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah terdiri dari
a. Kepa la  Badan:
b. Sekrctaris Badan, membawahi

I. S u b  Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan, Kcuangan
dan Aset; dan

2. S u b  Bagian Urnum dan Kepcgawaian.
c. B i d a n g  Kepegawaian, rnembawaili

1. S u b  Bidang Data, Informasi, dan Fasilitas Profesi ASN;
2. S u b  bidang Mutasi dan Kcpangkatan; dan
3. S u b  Bidang Pengadaan, Penilaian Kinerja Aparatur dan

Pemberhentian.
d. B i d a n g  Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahi :

Sub Bidang Pengembangan Karir dan Promosi;
2. S u b  Bidang Disiplin dan Penghargaan; dan
3. S u b  Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

e. U P T B ;  dan
C. Ke lompok  Jabatan Pungsional.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4
(1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Daerah mempunyai  t u g a s  mcmbantu  B u p a t i  d a l a m
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang
menjadi kewcnangan dacrah.

(2) Da lam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Badan Kepegawaian dun Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah mempunyai fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan Lingkup

tugasnya;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup

tugasnya;



c. pernantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan tcknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pembinaan t e k n i s  penyclenggaraan fungsi- fungsi
penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan
lingkup tugasnya;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olch bupati sesuia
dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 5
(1) kepala  Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kepegawaian.
(2) Da lam  mclaksanakan tugasnya Kepala Badan mempunyai

fungsi :
a. merumuskan kebijakan dan sasaran dibidang Kepegaw•aian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
b. inerencanakan, pengendalian, pengevaluasian, c l a n

pclaporan p r o g r a m  E 3 i d a n g  Kcpegawaian  d a n
Pengembangan Surnber Daya Manusia Daerah;

c. mengkoordinasikan pengujian d a n  penilaian kcbenaran
laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpanan
atau penyeanhgunann tugas perangkat daerah;

d. mengkoordinasikan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Surnber Daya Manusia Daerah;

e. melakukan pembinaan d a n  pengarahan personalia,
perlcngkapan, keuangan dan dokumen badan;

1. melakukan pengeloiaan administrasi u m u m  meliputi
ketatalaksaliaan, keuangan, kepegawaian, pengembangan,
perlengkapan dan peralatan;

g. melakukan peni la ian prestasi  k e r j a  p a d a  B a d a n
Kcpegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah secara objektifitas, terukur, akuntabel, partisipatif
dan transparan;

h. melakukan pernbinaan PNS berdasarkan prestasi keda dan
sistem karier pada badan kcpcgawaian dan pengembangan
sumber daya manusia daerah; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan uteh Bupati sesuai
tugas dan fungsinya.



Bagian Kedna
Sekretaris Badan

Paragraf 1
Umum
Pasal 6

II) Sekretaris Badan mernpunyai tugas membantu Kepala Badan
dalam melaksanakan pclayanan administrasi, merencanakan,
mamanutu, mengendalika.n dan  mengevaluasi pelaksanaan
program keuangan c lan ase t ,  u m u m  d a n  kepegawaian
dilingkungan badan scrta mengkoordinasikan pclaksanaan
tugas dan fungsi bidang-hidang.

12) Da lam melaksanakan tugas, sekretaris Badan mempunyai
fungsi :
a. merencanakan operasional k e r j a  Sekretaris B a d a n

berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan
sebagai pedoman kerja;

b. mengkoordinasikan segala kegiatan diantaru bidang dalam
lingkup badan;

c. melakukan pengaturan dan pembinaan kerjasama dalam
pengurusan administrasi badan;

d. m e m  be ri ka n p e t u n j u k  a n a l i  s is d a n  pengembangan
lingkungan badan;

e. mengkoordinasikan perencanaan program, pelaksanaan,
ixttgendahan evaluasi dan pelaporan kegiatan badan;

1. memberikan petunjuk pembinaan organisasi, pendidikan
dan latihan dalam rangka pengembangan sumber days
aparatur badan;

g. melakukan pengaturan urusan tata usaha, perencanaan
program, evaluasi pelaporan, keuangan dan aset serta
pernbrnaan kepegawaian;

h. melakukan pengaturan ta ta  naskah dinas dan  rumah
tangga badan;

i. memberikan petunjuk pemeliharaan keamananan d a n
ketertiban dalam lingkungan badan;

j. melakukan pembinaan petpustakaan ballast;
k. rnelakukan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas

sub bagian umum dan kepegawaian scrta sub bagian
perencanaan, evaluasi pela.poran, keuangan dan aset;

1. melakukan pengembangan pelaksanaan tugas sub bagian
umum dan kepegawaian sem] sub bagian perencanaan,
evaluasi pelaporan, kellallgan dan aset;

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bagian umum dan
kepegawaian scrta s u b  bagian perencanaan, evaluasi
pelaporan, keuangan dan aset;



n. melakukan penilaian prestasi kerja pada sub bagian umum
dan kepegawaian serta sub bagian percncanaan, evaluasi
pelaporan, keuangan dan asset secara objektifitas, terukur,
akuntabel, partisipatif dan transparan;

o. melakukan pembinaan PNS berdasarkan prestasi kerja dan
sistem karier pada sub bagian umum dan kepegawaian
serta s u b  bagian perencanaan, evaluasi pelaporan,
keuangan dan aset;
melakukan pelaporan hasil pelaksanaan tugas
badan kepada kcpala badan; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
sesuai tugas dan fungsinya.

P.

q.

sekretaris

pimpinan

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan,

Keuangan dan Aset
Pasal

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan, Keuangan dan
Aset, melaksanakan fungsi
a. merencanakan, m e l a k s a n a k a n ,  m e n g e n d a h k a n ,

mengevaluasi dan melaporkan kegiatan program kerja sub
bagian perencanaan, evaluasi pelaporan, keuangan dan
aset kepa.da sekretaris berdasarkan ketentuan Pcrundang-
undangan yang berlaku:

h. menghimpun d a n  m e m p e l a j a r i  P e r a t u r a n
Perundang-undangan, kebija_kan teknis, pedoman serta
bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sub
bagian perencanaan, evaluasi pelaporan, keuangan da.n
aset.;

c. mcnghimpun d a n  menyiapkan bahan-bahan secara
menyeluruh untuk mcnyusun rencana kegiaran dines;

d. memfasilitasi pclaksanaan koordinasi dengan bagian dan
bidang lainnya untuk  menyiapkan bahan penyusunan
rencana kerja tahunan;

e. menyiapkan dan menyusun rencana kerja tahunan secarn
periodic serta mcnyiapkan dart raenyustm dokumcntasi
MCA u n t u k  di t indak lan ju t i  dokumcn pelaksanaan
anggaran (DPA) badan;

1. mela.ksanakan m o n i t o r i n g  t e r h a d a p  pe laksanaan
programikegiatan badan serta menyiapkan tindak lanjut
hasil monitoring untuk mclaporkan kcpada sekretaris;
menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan programikegiatan
kepegawaian dan memrusun renstra, lakip badan;

h. melaksanakan a n a l i s i s  keuangan,  perbendaharaan,
verilikasi, monitoring evaluasi anggaran dan pelaporan
keuangan dun aset;

g.



i. melaksanakan a d n u r u s t r a s i  pe rencanaan ,  e v a l u a s i
pelaporan. keuangan dan aset;

j. melaksanakan p e m b i n a a n  t e r h a d a p  b e n d a h a r a
penerimaan/pengeluaran dan penyimpan/pengurus barang
badan;

k. melakukan penilaian prestasi ker ja pada pelaksana sub
bagian perencanaan, evaluasi pelaporan, keuangan dan
aset seem-a objektititas, terukur, akuntabel, partisipatif dan
transparan;

1. me lakukan  pembinaan PNS berdasarkan prestasi ker ja
dan sistem karier pada pelaksana sub bagian perencanaan,
evaluasi pelaporan keuangan dan asset; dan

m. melaksanakan t u g -as la in yang diberikan oleh pimpinan
scsuai t u g a s  s t a f  s u b  bag ian  perencanaan, evaluasi
pelaporan, keuangan dan aset.

Pa ragra f 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan fungsi :
a. merencanakan kegiatan dan  program ker ja Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

b. menghimpun d a n  mempelajar i  Peraturan Perundang-
undurigan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan
lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian umum
dan kepcgawaian;

c. mengumpulkan, dan menginventarisasi permasalahan serta
melaksanakan p e m e c a h a n  p e r m a s a l a h a n  y a n g
berhubungan dengan tugas-tugas u r u s a n  u m u m  d a n
kepegawa ian;

d. m e m  berikan p e l a y a n a n  n a s k a  h d i n a s ,  k e a r s i p a n ,
perpustakaan, k o m u n i k a s i ,  p e n g e t i k a n /  penggandaan/
pendistribusian, pener imaan t a r n u ,  kehumasan  d a n
protoknler;

c. rnelayani keperluan dan kebutuha_n serta perawatan, ruang
rapat/ pertemuan, k o m u n i k a s i  d a n  s a r a n a /  prasarana
badan;

1. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan
dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan
yang lainnya;

g. melaksanakan penyelenggaraan admistrasi kepegawaian;
h, melaksanakan proses penetapan gaji berkala PNS;
i. memfasi l i tasi  usulan pengadaan, pengangkatan, mutasi ,

kcsejahteraan, pegawa i ,  c u t i ,  pen i l a i an ,  p e m b e r i a n
sanksi / hukuman, d a n  peinberhentian/pensiun, s e r t a
pendidikan dan pelatihan pegawai;



j. menyiapkan b a h a n  koordinasi d a n  pettmjuk teknis
kebutuhan d a n  pengadaan perlengkapan/sarana ker ja
serta investarisasi, pendistribusian, penyimpanan,
perawatan dan pvnghapusannya;

k. melakukan penilaian prestasi kerja pada pelaksana sub
bagian umum dan kepegawaian secara objektifitas, tcrukur,
akuntabcl, partisipauf dan transparan;

I. melakukan pembinaan PNS berdasarkan prestasi kerja dan
sistem knrier pada pclaksana sub bagian umum dan
kcpcgawaian;

m. melaksanakan pengawasan, pengarahan d a n  cvaluasi
pelaksanaan tugas pada pclaksana sub bagian Umum dan
kepegawian baik secara lisan maupun tertulis;

n. rnclaporkan basil pelaksanaan tug,as staf Sub bagian Umum
dan kcpcgawaian kepada Sekretaris; dan

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai tugas sub bagian umum dan kcpcgawaian.

Bagian Ketiga
Paragraf 1

Bidang Kepegawatan

Pasal 9

(I) Kepala Bidang Kcpegawaian mcmpunyai tugas inembantu
Kepala Badan dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan
kebijakan-kcbijakan dibidang kepegaveaian.

(2) [)alam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang kepegawaian
mcmpunyai fungsi
a. mcrumuskan kebijakan pengadaan, pcmbcrhentian dan

informasi;
b. mcnyusun rencana kebutuhan, jenis dan jurnlah jabatan

untuk pelaksanaan pcngadaan;
c. menyelenggarakan pengadaan Pengawai Negeri Sipil (PNS)

dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
d_ mengkoordinasikan p e l a k s a n a a n  a d m i n i s t r a s i

pemberhentian;
C. memverifikasi dokumen administrasi pemberhentian;
f. Inemverifikasi data base informasi kcpcgawaian;
g. mengkoordinasikan pcnyusunan informasi kcpcgawaian;
h. memfasilitasi lemtyaga profesi ASN;
i. mengevaluasi d a n  pclaporan keg ia tan  pengadaan,

pemberhentian dan pengelolaan informasi;
j. merumuskan kebijakan mutasi d a n  menyelenggarakan

proses mutasi;
k. mengkonrdinasikan p c l a k s a n a a n  m u t a s i  s e r t a

memverifikasi dokumen mutasi;
1. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan mutasi;



m merumuskan kebijakan penilaian kinerja apararur dan
merencanakan pelaksanaan kegiatan peni la i  k iner ja
aparatur;

n. mengkoordinir kegiatan penilaia▶▶ kinerja aparatur dan
niengevaluasi hasil penilaian kinerja aparatur:

o. rnelakukar▶ pembinaan PNS berdasarkan prestasi kerja
dan sistem karier pada sub bidang data, informasi dan
fasilitasi profesi ASN, sub bidang mutasi dan kepangkatan,
dan sub bidang pengadaan, penilaian kinerja aparatur dan
pemberhentian;

p. mengevaluasi pclaksanaan tugas pada sub bidang data,
informasi dan fasilitasi profesi ASN, sub bidang mutasi dan
kepangkatan, dan sub bidang pengadaan, penilaian kinerja
aparatur dan pemberhentian serta melakukan penilaian
prestasi kerja pada sub bidang data, inforrnasi dan fasilitasi
profesi ASN, sub bidang mutasi dan kepangkatan, dan sub
bidang pengadaan, penilaian k iner ja  aparatur  d a n
pemberhentian secara objektifitas, terukur,  akuntabel,
partisipatif dan transparan; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai tugas bidang kepegawaian.

Paragraf 2
Sub Bidang Data, Informant. dap

Fasilitas Profesi ASN
Pasal 10

Sub Bidang Data, lnformasi dan Fasilitasi ASN mempunyai
fungsi
a. mengelola sistem informasi Sistem Aplikasi Pelayanan

kepegawaian (SAPK);
b. menvusun data kepegawaian;
c. meneliti dan memverifikasi dokurnen kepegawaian;
d. menyelenggarakan kearsipan dan dokumentasi data pokok

Pegawai;
e. melakukan perernajaan data (Update) PNS secara berkala;
f. melaksanakan koordinasi dengan instansi tcrkait di bidang

kepegawaian;
g. mengcvaluasi sistem informasi kepegawaian;
h. merencanakan dan melaksanakan fasilitas▶ kelembagaan

prnfesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya);
i. mengelola admintstrasi urnum, kepegawaian dan kegiatan

keorganisasian u n t u k  mend ukung t u g a s  d a n  fungs i
lembaga profesi ASN;

j. mengkoordinasikan tata hubungan kerja di setiap jesijang
kepengurusan;

k. melakukan pembinaan PNS berdasarkan prestasi kerja
dan sistem karier  pelaksana pada s u b  bidang data,
informasi dan fasilitasi profesi ASN;

9



L mengevaluasi pelaksanaan tugas pada pelaksana s u b
bidang data, informasi dan fasilitasi profesi ASN;

m. melakukan penilaian prestasi kerja pada sub bidang data.
informasi dan fasilitasi profesi ASN secara objektifitas,
terukur, akuntabel, partisipatif dan thinsparan; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai tugas sub bidang data informasi dan fasilitasi profesi
ASK.

Paragraf 3
Sub Bidang Mutasi dan Kepan.gkatan

Pasal 11

Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan, melaksanakan fungsi:
a. merencanakan dan melaksanakan mutasi;
b. memveriftkasi dokumen mutasi;
c. melaksanakan administrasi penempatan dan d a n  dalam

jabatan pegawai bcrdasarkan klasiftkasi jabatan;
d. mengevalua.si dan pela.poran kegiatan mutasi;
e. membuat daftar penjagaan kenaikan pangkat;
f. memverifikasi berkas usul kenaikan pangkat;
g. tnengusulkan berkas kenaikan pangkat;
h. mernverifikasi Draft Kcputusan Kcnaikan Pangkat;
j. mengevalua.si dan pelaporan hc-tsil kegiatan kepangkatan;
k. melakukan pembinaan PNS berdasarkan prestasi kerja dan

sistem karier pelaksana pada sub  bidang mutasi dan
kepangkatan;

1. mengevaluasi pelaksanaan tugas pelaksana pada s u b
bidang mutasi dan kepangkatan:

m. melakuka.n penilaian prestasi kerja pada sub bidang mutasi
that kepangkatan secara objektifitas, terukur, akuntabel,
partisipatif dan transparan; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai rugas sub bidang mutasi dan kepanglcatan.

Paragraf 4
Sub Bidang Pengadaan, Perilainn Kinerja Aparatur

dan Pemberhentian
Pasal 12

Sub bidang Pengadaan, Penilaian Kinerja Aparatur d u n
Pembcrhentian, melaksanakan lungs':
a. mereneanakan dan melaksanakan pengadan n;
b. memproses pengangkatan CPNS;
c. memproses usul penetapan NIP CPNS;
d. mempmses pengangkatan CPNS menjadi PNS;
e. memproscs administrasi usu l  pengangkatan PNS bagi

CPNS yang rnenjalani masa percobaan lebih dai 2  (dua)
tahun;

In



f. menyusun konsep pelaporan pelaksanaan pengadaan;
g. melaksanakan proses usul Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu

Istri (KARIS)/K.artu Suami  (KARSU) d a r i  PNS,  Kar tu
Tabungan Asuransi P N S  (TASPEN) d a n  administrasi
pengambilan Tabungan Perumahan (TAPERUM);

h. mcmproses dokumen pemberhentian PNS:
i. membuat  daftar penjagaan pensiun;
j. meroveriEtkasi dokumen usulan pensiun;
k. mengevaluasi d a n  p e l a p o r a n  p e n g a d a a n  d a n

pemberhentian PNS;
1. mereneanakan dan melaksanakan penilaian dan evaluasi

kinerja aparatur;
m. membuat infcirmasi terkait indikator penilaian kinerja

aparatur;
n. menganalists hasil penilaian kinerja apatur;
o. mengevaluasi d a n  pelaporan h a s i l  penilaian kiner ja

aparatur;
p. melakukan pembinaan PNS berdasarkan prestasi kerja dan

sistem karier pelaksana  pada sub  bidang pengadaan,
penilaian kinerja aparatur dan pemberhentian;

q_ mengevaluasi pelaksanaan tugas pelaksana pada s u b
bidang pengadaan, penilaian k iner ja  aparatur  d a n
pemberhentian;

r. melakukan penilaian prestasi ker ja  pada s u b  bidang
pengadaan. penilaian kinerja aparatur dan pemberhentian
secara objektifiras, terulmr, akuntabel, partisipatif dan
transparan; dan

s. mclaksanakan tugas lain yang dibcrikan oleh pimpinan
sesuai tugas sub  bidang pengadaan, penilaian kinerja
aparatur dan pemberhentian.

Bagian Keempat
Paragraf 1

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manuals
Penal 13

(I) Bidang Pengembangan S D M  mempunyai tugas membantu
Kepala Badan dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan
kebijakan-kebijakan tehnis di bidang pengembangan sumber
days manusia.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pengembangan
SDM mempunyai fungsi :
a. merumuskan kebijakan pengembangan kompetensi;
b. menyelenggarakan pengembangan kompetensi;
c. mengkoordinasikan d a n  kerjasama pelaksanaan seleksi

jabatan;
d. mcrencanakan kebutuhan d i k i n t  penjenjangan d a n

sertiftkasi;



g-
h.

e. memfasilitasi pelaksanaan diktat teknis fungsional;
1. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan

kompctensi;
merumuskan kebijakan disiplin dan penghargaan;
merencana.kan pelaksanaan keg ia tan  d is ip l in  d a n
penghargaan;

i. memverifikasi usulan pemberian disiplin dan penghargaan;
mengkoordinasikan u s u l a n  pemberian disipt in d a n
penghargaan;

k. mengevaluasi dan peta,poran disiptin dan penghargaan;
I. mcrumuskan kebijalcan pengembangan karir dan promosi;
m. menyelenggarakan proses pengembangan k a r i r  d a n

promosi;
n. mengkoordinasikan pclaksanaan pengembangan karir dan

promosi;
o. memverifikasi dokumen pengembangan karir dan promosi;
p. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengernhangan

karir dan promosi;
melakukan pcmbinaan PNS berdasarka- n prestasi kerja
dan sistem karier pada sub bidang pengembangan karir
dan promosi, sub bidang disiplin dan penghargaan, clan
sub bidang pendidikan dan pelatihan;

r. mengevaluasi pclaksanaan t u g a s  p a d a  s u b  b idang
pengembangan karir dan promosi, sub bidang disiplin dan
penghargann, dan sub bidang pendidikan dan pelatihan;

s. melakukan penitaian prestasi kerja pada s u b  bidang
pengembangan karir dan promosi, sub bidang disiplin dan
penghargaan, dan sub bidang pendidikan dan pelatihan
secara objektifitas, terukur, akuntabel, partisipatif dan
transparan; dan

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai tugas bidang pengembangan sumber days manusia
(SDM).

Paragraf 2
Sub Bidang Pengembangan Karlr dan Promosi

Pasal I 4

Sub bidang Pengembangan karier dan Promosi, melaksanakan
fungsi :
a. menyusun pedoman pola pengembangan karier PNS;
b. menyusunDaftarUrutan Kepangkatan;
c. menganalisis dan memverifikasi berkas usulan pmmosi;
d. mengevaluasi d a n  pelaporan pengembangan kar i r  dan

promosi;
c. mclaksanakan f a s i l i t a s i  k e g i a t a n  pengembangan

kompetensi;
f. memverifikasi berkas usulan kompetensi teknis, manajerial

dan sosial;
12



g. membua t  konsep pelaksartaan seleksi jabatan;
h. melaksanakan administrasi prornosi J rotasi jabatan;
i. menganal is is m e t o d e  y a n g  a k a n  d i gunakan  d a l a m

pengembangan kompetensi aparatur;
j. mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pengembangan

kompetensi;
k. melakukan pembinaan PNS berdasarkan prestasi kerja dan

sistem kaner pada pelaksana s u b  bidang pengembangan
karir dan promosi;

I. mengevaluasi pelaksanaan t ugas  pelaksana p a d a  s u b
bidang pengembangan karir dan promosi;

in. melakukan penilaian prestasi  k e i j a  p a d a  s u b  b idang
pengembangan k a r i r  d a n  promosi  secara objektif i tas,
terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan; dan
melaksanakan tugas la in  yang diberikan oleh pimpinan
sesuai tugas sub bidang pengembangan karir dan promosi.

Paragraf 3
Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan

Pasal 15

Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan, mempunyai fungsi
a. merencanakan dan melaksanakan pembinaan aparatur;
b. mcmvcrif ikasi tingkat kehadiran aparatur;
c.. mempmses kasus-kasus pelanggarati disiplin aparatur,
d. melaksanakan proses pemberhentian PNS;
e. melaksanakan proses izin perkawinan clan perceraian PNS;
f. m e n y u s u n  dan mernproses usulan pemberian penghargaan;
g. menyiapkan bahan d a n  da ta  pela,ksanaan pengambilan

sumpah janji PNS;
h. mengevaluasi d a n  pelaporan bas i l  kegiatan p a d a  s u b

bidang disiplin dan penghargaan;
i. m e l a k u k a n  pembinaan PNS berdasarkan prestasi kerja dan

sistem kar ie r  pelaksana pada sub  bidang disipl in d a n
penghargaan;

j. mengevaluasi pelaksanaan t ugas  pelaksana p a d a  s u b
bidang disiplin dan pcnghargaan;

k. melakukan peni laian prestasi  kerja  p a d a  s u b  b idang
disiplin d a n  penghargaan secara objektifitas, t e r u k u r,
akuntabel, partisipatif dan transparan; dan

1. melaksanakan tugas la in  yang diberikan oleh pimpinan
sesuai tugas sub bidang disiplin dan penghargaan.



Paragraf 4
Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 16

Sub bidang Pendidikan dan Pelatihan, melaksanakan fungsi :
a. menyusun daftar kebutuhan Diktat Prajabatan, Diktat

Kepemimpinan dan Diktat Teknis/Fungsional;
b. mcnginventaris data calon peserta diktat prajabatan, diktat

kcpcmitnpinan dan diktat teknisffungsional,
c. mengusulkan p e s e r t a  d i k t a t  p ra jaba tan ,  d i k t a t

kepemimpinan dan diktat teknis/fungsional;
d. mengkoordinasikan d a n  kerjasama pelaksanaan diktat

prajabatan, d i k t a t  k c p c m i m p i n a n  d a n  d i k t a t
teknis/ fungsional;

e. mengevaluasi d e n  melaporkan b a s i l  kcgiatan d ik ta t
praja ba tan , d i k t a t  k e p e m i m p i n a n  d a n  d i k t a t
teknis/ fungsional;

L mengusulkan peserta sertiiikasi sexual bidang keahlian;
g. memproses usulan peningkatan kualifikasi pendidikan:
h. metakukan pembinaan PNS berdasarkan prestasi kerja den

sistem karier pelaksana pada sub bidang pendidikan dan
pelatihan;

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas pelaksana pada s u b
bidang pendidikan dan pelatihan;

j. mclakukan perulaian prestasi kerja pada s u b  bidang
pendidikan d a n  pelatihan secara objektifitas, terulnir,
akuntabel, partisipatif dan transparan; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan ° k b  pimpinan
sesuai tugas sub bidang pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kelima
UPTB

Pasal 17

Unit Pelaksana Teknis Badan yang sclanjutnya disebut UPT
Badan a d a l a h  u n s u r  pelaksana t e k n i s  b a d a n  y a n g
melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
perninjang tertentu.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

Kelompok Jabatan Funoional d i  Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mempunyai
tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dun
kebutuhan.



Pasal 19

(11 Kclompok Jabatan Fungsional terdiri dan sejumlah tenaga
dalam jen jang jabatan fungsional y a n g  te rd i r i  da lam
berbaga.i kelompok sesuai dengan keahhannya.

(2) Jurnlab t e n a g a  fungs iona l  d i t e n t u k a n  berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.

(3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional di lakukan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan t u g a s  se t i ap  P imp inan  s a t u a n
organisasi d a n  k e l o m p o k  t e n a g a  f ungs iona l  w a j i b
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
balk da l tun  l ingkungan ras ing-mas ing  maupun  a n t a r
satuan organisasi d i  lingkungan pemerintah daerah serta
dengan instansi l a i n  d i  l u a r  pemerintah daerah sesuai
dengan tugas masing-masing.

(2) Se t iap  P imp inan  s a t u a n  organisast w a j i b  rncngawasi
bawahannya rasing-masing dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Se t iap  Pimpinan sa tuan  orgarnsasi bertanggung jawab
memimpin d a n  mengkoordinasikan bawahan  mas ing -
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Se t iap  Pimpinan satuan organisasi waj ib  mengikuti dan
mcmatuhi petunjuk dun bertanggung jawab kepada atasan
masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada
waktunya.

(5) Se t iap  laporan y a n g  d i te r ima o l e h  P imp inan  s a t u a n
organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergtwakan
sebagai bahan untuk penyusunan laporan Irbih lanjut dun
untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraruran Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Banggai Laut  Nomor 21 Ta h u n  2015 tentang Uraian Tugas,
Fungsi d a n  Ta t a  k e r j a  Badan Kepegawaian Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015 Nomor 21) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar s e t i a p  o r a n g  mengetahuinya,  rnemer intahkan
Pengundangan Peraturan Bupati in i  dengan penempatannya
dalam Berita Daerah kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 1'3? y h i  2 . 0 9 .

i B U PAT I  BANGGAI LAUT,

WENNY U K A M O

Diundangkan di Banggai
pada tanggal k ;
(E

SEICRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2017  NOMOR 3 8


